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Jawaban atas pertanyaan

1. Pengaturan hukum kewenangan penyidik POLRI terhadap tindak
pidana penipuan bermodus investasi diatur dalam Pasal 6 Ayat (1)

huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

2. Selain dari pada pengarturan kewenangan penyidik juga diatur
kegiatan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan

Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1.

3. Pada awalnya kita menerima laporan dari pelapor, setelah
mendapatkan keterangan dari pelapor, penyidik langsung melakukan
penyelidikan terlebih dahulu, setelah penyidik menemukan alat bukti
yang cukup maka kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan sekaligus
memeriksa saksi saksi, mengumpulkan kembali alat bukti dan
memanggil tersangka yang berstatus masih menjadi saksi untuk
dimintai keterangan lebih lanjut, setelahnya jika semua unsur telah
memenuhi maka penyidik menggelar kembali untuk menjadi

pelimpahan saksi menjadi tersangka.

4. korban dari kasus tindak pidana penipaun bermodus investasi dapat
melakukan gugatan secara pidana dan perdata, kalau secara pidana
merupakan tindak pidana penipuan dan untuk secara perdata dapat
digugat di pengadilan yaitu permasalahan kerugian, sebelum gugatan
perdata diajukan maka harus melalui proses dari pidananya terlebih

dahulu untuk menjadi dasar gugatan perdata yaitu masalah kerugian



yang di akibatkan oleh pelaku, terkadang pada proses pidana ada
proses restorasi justice yaitu pelaku dapat mengembalikan kerugian
materiil terhadap korban dan melakukan proses perdamaian dan tidak
ada lagi kerugian terhadap korban, akan tetapi jika pelaku tidak dapat
mengembalikan dan dilanjutkan dengan proses hukum pidana dan
diputuskan bersalah oleh pengadilan selanjutnya korban dapat
mengajukan gugatan secara perdata untuk dapat mengembalikan

kerugian materiil terhadap korban.

Sebelumnya kami menerima laporan dari pelapor dan penyidik
langsung melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu, setelah
memenuhi semua unsur tindak pidananya maka kasus tersebut
ditingkatkan ke proses penyidikan, selanjutnya penyidik memeriksa
saksi saksi yang terlibat dalam kasus tersebut dimana nota SPDP
telah dikirimkan ke pihak kejaksaan, pemeriksaan kembali terhadap
pelapor dengan keterangan modus bujuk rayu sekaligus
mengumpulkan alat bukti yaitu dokumen penyerahan uang berupa
kwitansi dan bukti transfer yang disita oleh penyidik sebagai alat bukti
dan memanggil kembali terlapor yang pada awalnya berstatus
sebagai saksi berubah menjadi tersangka, setelah keterangan pelapor
dan saksi serta alat bukti yang cukup, selanjutnya pemeriksaan ahli
terkait kasus tindak pidana penipuan tersebut untuk dimintai

keterangan, setelah semua berkas dianggap lengkap maka pihak



Kepolisian melimpahkan berkas kepada pihak kejaksaan untuk

tindakan lebih lanjut.

Kalau untuk penahanan tersangka dalam kasus tindak pidana itu
paling lama 90 hari, dalam hal tersebut kewenangan Kepolisian itu
hanya 20 hari, jika semua berkas belum memenuhi maka pihak
Kepolisian dapat memperpanjang masa penahanan tersangka paling
lama 30 sampai 40 hari dengan meminta perpanjangan kepada pihak

kejaksaan.

Upaya penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tahap
penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung
bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa
pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak asasi
manusia, penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakin
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dengan modus
investasi dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak
pidana penipuan dengan modus investasi tersebut, keyakinan
tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan yang sebelumnya terjadi dan

bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagi pelaku.

penyidik  meperlakukan  tersangka  sebagaimana  mestinya,
mempertanyakan hal hal yang terkait kasus tindak kejahatan penipuan
bermodus investasi yang telah tersangka perbuat, hal itu dilakukan

agar tersangka tidak mendapatkan kesan terdiskriminasi oleh pihak



10.

Kepolisian dalam proses penyidikan dan juga hukum mengatur bahwa
sebelum adanya putusan dari pengadilan bahwa tersangka terikat

prinsip praduga tidak bersalah.

Bentuk upaya lain dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam
mengantisipasi kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi
yaitu para pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan sering
bersosialisasi melaui acara radio yang dapat disebar luaskan terhadap
masyarakat, selain itu media sosial juga dapat mempengaruhi
masyarakat tergiur akan investasi tanpa mengetahui bentuk apa saja
yang ditawarkan dan legalitas perusahaan investasi, maka dari itu
Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga memanfaatkan media social
untuk mengimbangi pemberitaan terkait tindak pidana penipuan
bermodus investasi tersebut, agar masyakar dapat mengantisipasi
dengan membaca media sosial dari pihak Kepolisian Daerah

Sumatera Utara sebagai bentuk pengayom terhadap masyarakat.

Adapun hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan dalam kasus

tindak pidana penipuan bermodus investasi tersebut yaitu:

1. Kelengkapan alat bukti dari pihak pelapor tidak lengkap yaitu
kwitansi pembayaran awal tidak menggunakan tanda terima
melainkan transfer via ATM yang struk pembayaran, yang pada
akhirnya dapat menemukan alat bukti pembayaran kedua berupa

kwitansi pembayaran.



2. Tersangka sempat melarikan diri dari rumah beserta membawa
keluarganya, atas kejadian tersebut proses penyelidikan sempat
terhambat karena pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus
menghimpun informasi dari masyarakat setempat terlebih dahulu

untuk menemukan keberadaan tersangka.

an. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
WADIR
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